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Notaris sebagal pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum
terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama

sebagai mana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan
suami-istri yang berbeda agamaingin membuat perjanjian perkawinan (postnuptial agreement) yang isinya
tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan para pihak tetapi juga mengenai agama yang akan dianut
oleh anak-anak para pihak, apakah sesuai kewenangannya Notaris kemudian dapat membuat perjanjian
perkawinan tersebut atau justru Notaris tidak dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut. Permasalahan
yang diangkat mengenai batasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan dan akibat hukum
pembuatan klausula moralitas dalam perjanjian perkawinan terhadap perkawinan beda agama yang
dilangsungkan di luar negeri. Bentuk penelitian ini yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris.
Hasil analisis adalah batasan dalam membuat perjanjian perkawinan terdiri dari batasan hukum berupa
peraturan perundang-undangan seputar harta kekayaan dan batasan agama berupa hukum agama para pihak.
Apabila Notaris membuatkan perjanjian perkawinan antara para pihak yang perkawinannya dilangsungkan
di luar negeri akan tetapi perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dan kehendak para pihak
yang akan dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan para
pihak tetapi juga mengenai agama yang akan dianut oleh anak-anak para pihak, maka akan memiliki
implikasi terhadap tiga pihak, yaitu terhadap Notaris, terhadap para pihak, dan terhadap pihak ketiga. Saran
berupa dilakukannyarevisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang memperjelas ketentuan Pasal 29 dan
mempertegas larangan perkawinan beda agama serta timbulnya kewenangan PP-INI untuk mengadakan
seminar dengan pembahasan mengenal substansi perjanjian perkawinan yang hanya berisikan tentang harta
kekayaan.

...... Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds and have other authorities based
on the Notary Office Law should provide legal explanation regarding the formulation of amarriage
agreement deed so as not to violate legal and religious boundaries as stated in Article 29 paragraph (2) of the
Marriage Law. If then amarried couple of different religions wants to make a postnuptial agreement whose
contents not only stipulate the assets of the parties but also regarding the religion that will be adhered to by
the children of the parties, isit within the Notary's power to draft such an agreement or even the Notary
cannot draft the marriage agreement. I ssues raised regarding the limitations of the partiesin making
marriage agreement and the legal consequences of including morality clausesin marriage agreement for
interfaith marriage held abroad. The form of this research isjuridical-normative with explanatory research
type. The results of the analysis are the limitations in making a marriage agreement consisting of legal
restrictions in the form of laws and regulations regarding assets and religious restrictions are in the form of
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religious laws of the parties. If a Notary draws up a marriage agreement between parties whose marriage
was held abroad, but it is an interfaith marriage and the will of the parties to be poured into the marriage
agreement regulates not only the assets of the parties but also regarding the religion to which the children
will adhere, it will have implications for three parties, namely the Notary, against the parties, and against the
third party. Suggestions in the form of revising the Marriage Law which clarifies the provisions of Article
29 and reinforces the prohibition on interfaith marriage as well as the emergence of PP-INI's authority to
hold seminars with a discussion of the substance of the marriage agreement, which only comprises assets.



